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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa 

karena saat ini penulis telah menyelesaikan buku ini yang berjudul “Kupas 

Tuntas Aspek-Aspek Perpajakan Notaris/PPAT”. 

Setiap uraian materi yang disajikan dalam buku ini telah disesuaikan dengan 

perubahan-perubahan dasar hukum yang terkini, sebagaimana diketahui 

bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law yakni 

Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,  tanggal 

2 November 2020 yang di dalamnya sebagian berisi perubahan beberapa 

ketentuan bidang perpajakan. 

 
 

Buku   ini  dimaksudkan   untuk  dapat  dipergunakan sebagai 

pegangan para Notaris/PPAT dan Mahasiswa Studi Kenotariatan yang 

ingin mengetahui lebih jauh mengenai perpajakan, khususnya perpajakan 

yang berhubungan langsung dengan tugas, kewenangan, hak dan 

kewajiiban Notaris/PPAT. Selain itu, buku ini dapat pula dijadikan sebagai 

pegangan masyarakat umum yang ingin mengetahui hak dan kewajibannya 

sebagai Wajib Pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban 

perpajakannya kepada Negara Indonesia secara mandiri. 

Dengan kondisi tersebut, penulis merasa terpanggil untuk dapat berbagi 

pengetahuan kepada masyarakat sebagai kontribusi penulis selaku praktisi 

dan akademisi yang menginginkan masyarakat dapat menjalankan hak dan 

kewajibannya dibidang perpajakan secara benar. 

 
 

Penulis berupaya agar uraian dalam buku ini dapat dipahami oleh 

berbagai kalangan,  baik  ditinjau  dari  sudut  ilmu  hukum,  ilmu  ekonomi 

maupun ilmu akuntansi. Penulis menyajikan dengan bahasa yang sederhana    

mengenai    dasar    hukum    yang    digunakan,    kemudian
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ditindaklanjuti dengan  uraian  mengenai  implikasi  dan  praktik  kebijakan 

pajak yang terkait distribusi pajaknya. Selanjutnya penulis menguraikan 

bagaimana cara perhitungan, pelaporan serta cara pemungutan pajak. 

 
 

Buku ini dikelompokan menjadi 5 bagian dengan tujuan agar 

pembaca mendapatkan gambaran secara konprehensif tentang informasi 

umum mengenai jabatan Notaris / PPAT dan teori umum perpajakan, pajak 

yang dipungut pemerintah pusat, pajak yang dipungut pemerintah daerah, 

macam-macam sanksi pelanggaran pajak berikut perubahannya dan terakhir 

contoh-contoh cara perhitungan perpajakan. 

 
 

Kelima bagian tersebut adalah : 
 

1.   Bagian pertama terdiri 2 bab, meliputi : 
 

● Bab 1     Jabatan Notaris / PPAT, 
 

● Bab 2     Teori dan Konsep Perpajakan. 
 

2.   Bagian kedua terdiri 2 bab, meliputi : 
 

● Bab 3     PPh Atas Jasa Notaris, 
 

● Bab 4     PPN. 
 

3.   Bagian ketiga terdiri 3 bab, meliputi : 
 

● Bab 5     PPHTB, 
 

● Bab 6     PBB, 
 

● Bab 7     BPHTB. 
 

4.   Bagian keempat terdiri 3 bab, meliputi : 
 

● Bab 8     Sanksi Pelanggaran Kewajiban Pajak, 
 

● Bab 9     Beberapa Perubahan UU KUP Dalam UU Cipta Kerja, 
 

● Bab 10   Bea Meterai. 
 

5.   Bagian kelima terdiri 2 bab, meliputi : 
 

● Bab 11   Contoh-Contoh Perhitungan PBB, PPhTB, BPHTB, 
 

● Bab 12   Contoh-Contoh Perhitungan PPh & Pengisian SPT Tahunan
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Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis 

sehingga buku ini dapat diselesaikan, terutama untuk para senior perpajakan 

yang  buku-bukunya  telah  memberikan inspirasi  kepada  penulis  dalam 

penyusunan isi buku ini sehingga  isi buku ini diharapkan dapat dengan 

mudah dipahami oleh pembacanya. 

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu 

seluruh saran perbaikan dari pembaca sangat diharapkan agar penyajian 

selanjutnya dapat sesuai dengan harapan pembaca. 

 
 

Desember 2020 
 

Penulis
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Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak 
Penghasilan Pasal 23.



Kupas Tuntas Aspek - Aspek Perpajakan Notaris / PPAT Daftar Pustaka-287  

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yakni sebagai 
petunjuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2007 tentang Tata Cara 
Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER-30/PJ/2009 tentang Tata  Cara 

Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ 
atau Bangunan 

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER-26/PJ/2010 tentang Tata  Cara 

Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas 
Tanah dan/ atau Bangunan 

 
Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER - 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran 

dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta 
Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. 

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto. 
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Perubahan dari PER- 

32/PJ/2015,  Perubahan  dari  PER-31/PJ/2012  tentang  Pedoman  Teknis 
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasiln (PPh) 
Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan 
Kegiatan Orang Pribadi 

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 01/PJ/2017 tentang Penyampaian 

Surat Pemberitahuan Elektronik 
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata 

Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Penghasilan Pasal 23 Dan/atau  Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan 
Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 14/PJ/2019 tentang Pencabutan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang 
Pengenaan PPh 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. 

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 Perubahan Kedua atas 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata 
Cara  Penelitian  Bukti  Pemenuhan  Kewajiban  Penyetoran  Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau 
Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau 
Bangunan Beserta Perubahannya



 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria 
Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan,Penyetoran, 
Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barangkena 
Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean 
Didalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, 
Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

 
Pengumuman  Dirjen  Pajak  No.  PENG-11/PJ.09/2020  tentang  Implementasi 

Nasional Aplikasi E-Faktur Desktop Versi 3.0 
 

 
 

Keputusan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak : 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/1994, Tentang Perluasan / 

Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang Dikenakan PPN 
 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2009 Penyampaian 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 Tentang Tata Cara 
Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan 
Pajak  Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan  Hak  Atas Tanah 
Dan/Atau Bangunan 

 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ./2009 tentang tata cara 

penerbitan SKB pembayaran PPh yang bersifat final bagi WP Badan, 
termasuk koperasi, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan 

 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2013 tentang pelaksanaan 

PPh yang bersifat final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh WP yang usaha pokoknya 
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan penentuan 
jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh WP 
yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2014 tentang pengawasan 

atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli 
 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2015  tentang pemberian 

SKB   PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan karena warisan 

 
Surat  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  S-131/PJ.08/2016 tentang  Penyampaian 

Petunjuk  Pemanfaatan Data Dalam Rangka Penggalian Potensi Notaris/ 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak 
Notaris/PPAT,  
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